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PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN 
INTERNAL TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAERAH DI KOTA MAKASSAR 
 
THE EFFECT OF IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE AND INTERNAL 
CONTROL TO LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL MANAGEMENT 
PERFORMANCE OF MAKASSAR CITY 
 
Karlina Ghazalah Rahman 
Ratna Ayu Damayanti 
Mediaty 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan good governance 
yang meliputi prinsip participation, rule of law, transparency, responsiveness, 
consensus orientation, equity, effectivity and efficiency, accountability, dan strategic 
vision dan pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian 
risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan 
pengendalian internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah di 
Kota Makassar. Data penelitian diperoleh dari observasi dan kuesioner yang 
dibagikan kepada responden. Penelitian ini menggunakan model analisis regeresi 
linier berganda dengan software SPSS. Hasil pengujian analisis regresi linier 
berganda menunjukkan bahwa penerapan good governance dan pengendalian 
internal berpengaruh secara positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan 
pemerintah daerah di Kota Makassar. Kinerja pengelolaan keuangan Kota 
Makassar dipengaruhi oleh penerapan good governance dan pengendalian internal 
sebesar 58,17% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata kunci: Good Governance, Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah 
Daerah, Pengendalian Internal 
 
The aim of this research is to analyze the effect of implementation of good 
governance which include the principle of participation, rule of  law,  transparency, 
responsiveness, consensus orientation, equity, effectivity and efficiency, 
accountability, and strategic  vision also internal control which include internal 
environment, risk assesment, internal activity, information and communication, and 
evaluating internal control to local government financial management performance 
of Makassar City. Data in this research were obtained from observation and 
questionnaires that distributed to respondents. Multiple Linier Regression formula 
was used in this study with SPSS software. The test result of multiple linier 
regression indicated that the implementation of good governance and internal 
control positively effect the local  government financial management performance of 
Makasssar City. The financial management performance of Makassar City is 
influenced by the implementation of good governance and internal control by 
58,17% and the rest influenced by other factors. 
 
Keywords: Good Governance, Local Government Financial Management 
Performance, Internal Control 
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1.1 Latar Belakang  
Penetapan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 oleh 
Pemerintah, mengenai Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintahan Pusat dan Daerah memberikan implikasi bahwa tuntutan 
otonomi daerah harus lebih luas dan kewenangan yang diberikan lebih besar 
kepada Pemerintah Daerah (Halim, 2001). Selanjutnya undang–undang ini 
diganti dan disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 
Tahun 2004. Kedua undang–undang tersebut telah merubah akuntabilitas atau 
pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah dari pertanggungjawaban vertikal 
(kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada 
masyarakat melalui DPRD. Lalu adanya perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 
menjadi UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah hingga yang 
terbaru adalah UU No. 23 Tahun 2014. 
Lahirnya otonomi daerah menjadikan pergeseran sistem pemerintahan 
yang semula adalah sentralisasi lalu menjadi desentralisasi. Pada era otonomi 
daerah diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola sumber – 
sumber keuangan untuk menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 
Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa tujuan dari 
otonomi daerah adalah menjalankan otonomi yang seluas–luasnya, kecuali 
urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing 
daerah, sehingga dalam hal mengatasi permasalahan daerah, wewenang 




Menurut Mardiasmo (2002), beberapa misi yang terkandung dalam sistem 
otonomi daerah adalah : pertama, menciptakan efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan sumber daya daerah, kedua meningkatkan kualitas pelayanan 
umum dan kesejahteraan masyarakat, ketiga memberdayakan dan menciptakan 
ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan 
keuangan daerah. Adanya otonomi daerah memberikan jalan bagi pemerintah 
daerah untuk dapat mengelola dan melakukan pembaruan sistem keuangan 
daerah sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa menjadi lebih baik dan 
berorientasi sektor publik.  
Diterbitkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah, mewajibkan pemerintahan daerah untuk mengurus sendiri urusan 
pemerintahannya guna menciptakan pemerintahan yang berasaskan otonomi 
daerah dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
pelayanan, peningkatan, pemberdayaan, dan adanya peran serta masyarakat 
juga peningkatan dari segi efektivitas dan efisiensi daya saing daerah. 
Permasalahan dalam sektor publik sangat beragam dan sangat dielukan 
banyak masyarakat terutama soal pelayanan publik. Masyarakat  mengharapkan 
bahwa pelayanan yang baik akan membawakan dampak yang baik pula untuk 
kesejahteraan mereka. Untuk menciptakan pelayanan publik yang baik maka 
suatu organisasi harus dapat menciptakan budaya  organisasi yang baik, tegas, 
teratur, dan dapat dipercaya. Namun kondisi ini sering didapati sebagai tonggak 
permasalahan di setiap organisasi nonprofit atau di dalam sebuah negara 
dikatakan pemerintahan daerah. Aparatur pemerintahan daerah sering 
menghianati kepercayaan publik melalui kinerja mereka yang tidak bagus atau 
tidak memuaskan. Pengaruh kepentingan adalah salah satu budaya yang sering 




adanya kepentingan politik, bekerja di luar kewenangan, KKN (Korupsi, Kolusi, 
dan Nepotisme), dan adanya pemborosan dana oleh oknum tertentu. 
Pandangan masyarakat terhadap pemerintah saat ini sangat menentukan 
stigma yang dibangun guna mendukung kinerja pemerintahan daerah. Krisis 
kepercayaan masyarakat terkait kinerja PEMDA dinilai dapat mempengaruhi 
tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur pemerintah dalam melaksanakan 
tugasnya. 
Demi mewujukan sebuah pemerintahan yang baik maka pemerintah harus 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan tegas atau dikenal dengan 
istilah good governance. Tata kelola yang baik (good governance) merupakan isu 
yang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Pola 
– pola lama penyelenggaraan pemerintahan sudah tidak sesuai lagi dengan 
tatanan masyarakat saat ini. Tuntutan masyarakat kepada pemerintah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan yang baik harus direspon oleh pemerintah 
dengan melakukan perubahan–perubahan yang mengarah pada terwujudnya  
penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 
Good Governance adalah sistem tata kelola pemerintahan yang baik dinilai 
dari beberapa indikator tertentu. Umumnya indikator yang sering dinilai dalam 
kinerja pemerintahan adalah transparancy, accountability, responsiveness, 
effectiveness dan efficiency, dan  participation. Bukan hanya pemerintahan saja 
yang dapat menggunakan konsep ini, entitas perusahaan juga dapat 
menggunakannya. Good governance memiliki peran dalam pengambilan 






Munculnya konsep good governance ini adalah akibat dari perkembangan 
proses demokratisasi di berbagai bidang serta kemajuan profesionalisme. 
Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama dalam pelaksanaan good 
governance ini dituntut untuk memberikan pertanggungjawaban yang lebih 
transparan dan akurat. Penerapan praktik good governance dapat dilakukan 
secara bertahap dengan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan mekanisme 
pasar. Salah satu pilihan untuk menerapkan good governance adalah melalui 
pelayanan publik.  
Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh 
semua aktor dari unsur good governance. Para pejabat publik, masyarakat, dan 
dunia usaha memiliki peran bersama dalam perbaikan kinerja pelayanan publik. 
Peningkatan kualitas pelayanan publik sangat penting guna mewujudkan tingkat 
kepuasan kerja dan kepercayaan masyarakat. Sebagaimana yang diketahui 
bahwa tujuan hadirnya pemberian pelayanan publik bukan untuk 
memaksimumkan laba (profit-oriented) (Bastian, 2006), melainkan memberikan 
pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Menurut Mardiasmo (2002) terdapat 3 
fungsi utama sektor publik : (1) melakukan pelayanan publik yang sangat vital 
bagi kepentingan umum (2) mendefinisikan prinsip operasional masyarakat (3) 
menyediakan pelayanan publik yang diperlukan karena tidak ada sektor swasta 
atau nirlaba yang ingin menanganinya.  
Pelayanan publik sangat identik dengan kinerja yang dilakukan para 
pegawai pemerintahan daerah. Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat 
pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 
sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan 
strategis suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut 




diketahui hanya jika individu atau kelompok tersebut mempunyai kriteria 
keberhasilan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria keberhasilan ini berupa 
tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa adanya 
tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat 
diketahui karena tidak ada tolok ukurnya. Realisasi yang terlihat dilapangan 
bahwa kinerja menjadi indikator penting suatu pemerintahan itu bisa dikatakan 
mampu atau tidak dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi 
masyarakat. Salah satu kinerja yang penting dalam mendukung pelayanan publik 
tersebut adalah kinerja keuangan.  
Kinerja keuangan adalah kegiatan atau aktifitas yang dilakukan pegawai 
yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Kinerja keuangan dibagi atas 
dua bagian aktifitas yaitu pelaporan keuangan dan pengelolaan keuangan. 
Pelaporan keuangan berhubungan dengan informasi–informasi keuangan yang 
telah dan akan digunakan untuk mendukung para entitas dalam pengambilan 
keputusan yang akan datang. Sedangkan pengelolaan keuangan berhubungan 
dengan aktifitas mengatur dan mengelola jalannya transaksi keuangan seperti 
aset guna mewujudkan pemerintahan yang akuntabilitas dan transparansi.  
Hambatan yang sering muncul menyangkut kinerja pengelolaan keuangan 
adalah kurangnya pemahaman terkait tata cara penyusunan anggaran yang baik 
dan benar. Penyusunan anggaran yang baik adalah yang sesuai dengan 
peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Fungsi dari adanya penyusunan 
anggaran untuk menjaga tingkat pemakaian dana sehingga dapat meminimalisir 
pemborosan dana yang tidak diperlukan dalam pemerintah daerah. Hasil dari 
adanya penyusunan anggaran ini adalah laporan keuangan yang diperiksa oleh 
Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dimana akan memberikan opini yang 




anggaran dapat menyebabkan daerah justru memiliki opini yang kurang baik. 
Jadi sudah sewajarnya jika pemerintah daerah harus mengetahui cara 
pengelolaan keuangan yang baik dan benar lewat penyusunan anggaran.  
Dalam rangka menjalankan amanat rakyat, pengelolaan keuangan negara 
harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, 
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas 
keadilan dan kepatutan. Untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan prestasi 
kerja dalam penyusunan APBN/APBD, setiap alokasi biaya yang direncanakan 
harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat 
dicapai. Hal ini menjadi bagian dalam perwujudan tata kelola pemerintahan (good 
governance) yang baik.  
Selain good governance, faktor lain yang juga berpengaruh terhadap 
kinerja organisasi khususnya publik adalah pengendalian internal. Pengendalian 
internal merupakan kebijakan–kebijakan, prosedur–prosedur, dan sistem 
informasi yang digunakan untuk melindungi aset–aset perusahaan dari kerugian 
atau korupsi dan untuk memelihara keakuratan data keuangan (Dasaratha dan 
Frederick, 2011). Sistem pengendalian internal dilaksanakan menyeluruh di 
lingkungan organisasi publik baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan 
daerah. 
Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan pengendalian 
internal adalah memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan 
penyajian laporan keuangan pemerintah. Kewajiban tentang penyelenggaraan 
pengendalian internal di masing–masing organisasi dan entitas pelaporan juga 
dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 tahun 2008 yang 




Internal Pemerintah (SPIP) yang secara konsep banyak mengacu kepada definisi 
pengendalian internal menurut Committee of Sponsoring Organization (COSO).  
Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang 
integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh 
pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas 
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, 
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan 
terhadap peraturan perundang-undangan.  
Penelitian mengenai good governance dan pengendalian internal 
sebelumnya diteliti oleh Pratolo (2006) yang meneliti mengenai pengendalian 
intern, komitmen organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance 
menemukan bahwa lemahnya pengendalian manajemen akan berpengaruh 
secara kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dan kinerja. 
Sedangkan menurut Lucy dkk (2013) yang meneliti tentang analisis pengaruh 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja 
pemerintah daerah mendapatkan hasil bahwan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
pemerintah daerah. Kedua penelitian ini memiliki persamaan indikator variabel 
dengan peneliti dan hasil penelitian yang serupa, namun subjek dan objek 
penelitian yang digunakan berbeda. Penelitian ini menjadi penting karena subjek 
dan objek yang akan diteliti berbeda dengan penelitian sebelumnya. 
Soleman (2007) yang meneliti tentang kompetensi aparatur pemerintah 
terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah di Provinsi Maluku 
Utara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 




komitmen organisasi sebagai mediasi pengaruh pemahaman good governance, 
gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja auditor, hasil 
penelitiannya juga menunjukkan pemahaman good governance tidak 
berpengaruh langsung, kemudian untuk gaya kepemimpinan dan budaya 
organisasi memiliki pengaruh langsung terhadap kineja auditor.  
Juli (2009) meneliti tentang pengaruh pelaksanaan prinsip–prinsip good 
governance terhadap efektivitas kerja pegawai kantor Dinas Jalan dan Jembatan 
Provinsi Sumatera Utara. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip–
prinsip good governance di Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara 
dikategorikan baik. Efektivitas kerja pegawai di Dinas Jalan dan Jembatan 
Provinsi Sumatera Utara dikategorikan baik/efektif. Hal ini juga masih perlu 
ditingkatkan dengan pendidikan dan latihan dengan terlebih dahulu melakukan 
penelitian prestasi kerja pegawai. 
Juliana (2013) meneliti tentang pengaruh pelaksanaan good governance 
terhadap kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. 
Hasil yang didapatkan adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pelaksanaan good governance dengan kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan 
Provinsi Sumatera Utara.  
Apriani (2015) meneliti tentang pengaruh good governance dan 
pengendalian internal terhadap kinerja organisasi dilihat dari persepsi pegawai 
(studi kasus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten 
Sleman). Hasil penelitian ini adalah good governance dan pengendalian internal 
mempengaruhi kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 





Nugraha (2015) telah meneliti pengaruh penerapan good governance 
terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan hasil 
bahwa penerapan good governance berpengaruh secara positif terhadap kinerja 
pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kinerja pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh penerapan good governance 
sebesar 70,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. 
Pada dasarnya penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Lucy dkk 
(2013) yang meneliti tentang analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah, dan Nugraha 
(2015) yang meneliti pengaruh good governance terhadap kinerja pemerintah 
daerah. Perbedaan penelitian ini dengan Lucy dkk (2013) dan Nugraha (2015) 
adalah penelitian ini menggunakan seluruh indikator yang ada di dalam good 
governance dan ruang lingkup kinerja yang digunakan adalah khusus yaitu 
kinerja pengelolaan keuangan, dikarenakan dua indikator saja tidak menjamin 
bahwa good governance dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah, serta 
peneliti menambah satu variabel yaitu pengendalian internal untuk mengukur 
sejauh mana faktor internal dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan 
di pemerintah daerah, variabel ini ditambahkan karena melihat penelitian yang 
dilakukan Pratolo (2006) memiliki hasil yang berbeda. Kemudian yang 
membedakan juga adalah responden yang dipakai meliputi Satuan Kerja 
Pemerintahan Daerah (SKPD) di Kota Makassar. 
Penelitian ini juga menggunakan analisis jalur (path analysis) sebagai 
metode analisis data. Metode ini digunakan untuk mengurai sejauh mana 
pengaruh tiap indikator baik dari variabel good governance maupun 





Adanya berbagai penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda–
beda ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang good 
governance dan pengendalian internal. Berdasarkan uraian permasalahan yang 
telah dibahas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
mengangkat judul yaitu “Pengaruh Penerapan Good Governance dan 
Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah 
Daerah di Kota Makassar”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 
dirumuskan penelitian sebagai berikut:  
1. Apakah good governance berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar ? 
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan Pemerintah Daerah di Kota Makassar ? 
3. Apakah good governance dan pengendalian internal berpengaruh 
terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah di Kota 
Makassar ? 
 
1.3 Tujuan Penulisan  
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 
sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Untuk mengetahui tingkat pengaruh good governance terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota Makassar 
2. Untuk mengetahui tingkat pengaruh pengendalian internal terhadap 




3. Untuk mengetahui tingkat pengaruh good governance dan pengendalian 
internal terhadap kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kota 
Makassar 
 
1.4 Kegunaan Penelitian  
1.4.1  Kegunaan Teoretis  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini pengembangan keilmuan di 
bidang akuntansi dapat terus ditingkatkan, terutama dalam membuktikan teori–
teori yang melandasi penelitian, yaitu penilaian kinerja sektor publik khususnya 
pemerintah daerah dengan menciptakan tata kelolaan pemerintahan (good 
governance) dan pengendalian internal yang tercipta dengan baik.  
 
1.4.2  Kegunaan Praktis  
1. Bagi Pemerintah  
Diharapkan dengan adanya penelitian ini pemerintah daerah dapat 
memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat 
dengan menerapkan good governance  dan pengendalian internal 
sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.  
2. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan tambahan bagi 
masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam segala pengambilan 
kebijakan publik baik pelaksanaan maupun pengawasannya.  
3. Bagi Peneliti  
Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan 
dan pemahaman yang mendalam berkaitan dengan akuntansi sektor 




menjadi perbandingan antara teori–teori yang telah didapatkan dalam 
perkuliahan dengan praktik yang ada di lapangan. 
4. Bagi Akademisi  
Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan referensi yang berguna 
bagi lembaga pendidikan tempat peneliti belajar dan beberapa tenaga 
pendidik lainnya.  
 
1.5 Sistematika Penulisan  
BAB I Pendahuluan 
 Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan 
penelitian, dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian  
BAB II Tinjauan Pustaka  
 Bab ini berisi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikir, 
dan hipotesis  
BAB III Metode Penelitian  
 Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 
populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional 
variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta 
metode analisis data.  
BAB IV Hasil Dan Pembahasan 
 Bab ini menjelaskan gambaran umum organisasi, hasil uji kualitas 
data, hasil uji signifikansi koefisien, hasil uji hipotesis yaitu uji t dan uji 
f, hasil uji kualitas data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas serta 
pembahasan. 
BAB V PENUTUP 





TINJAUAN PUSTAKA  
2.1 Tinjauan Teori 
2.1.1 Teori Atribusi (Atribution Theory) 
Teori atribusi akan memberikan penjelasan mengenai bagaimana cara 
menentukan penyebab atau motif perilaku seseorang. Robbins (2006:172) 
mengemukakan teori atribusi adalah perilaku seseorang yang disebabkan oleh 
faktor internal atau faktor eksternal. Faktor internal adalah pemicu yang berada 
di bawah kendali pribadi individu itu, sementara faktor eksternal dilihat sebagai 
hasil dari sebab-sebab luar, yaitu individu dipandang terpaksa berperilaku 
demikian karena situasi. Ikhsan dan Ishak (2008) menjelaskan bahwa teori 
atribusi mempelajari tentang bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu 
peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Apakah perilaku itu disebabkan oleh 
faktor disposisional (faktor dalam/internal), ataukah disebabkan oleh keadaan 
ekternal (Luthans, 2005). 
Teori atribusi membahas mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan suatu 
hal terjadi, apakah hal tersebut terjadi karena faktor internal atau eksternal. 
Pada penelitian ini teori atribusi digunakan untuk menjelaskan bagaimana 
pengaruh good governance sebagai faktor eksternal yaitu accountability, 
transparency, participation, rule of law, effectiveness and efficiency, 
responsiveness, equity, consencus orientation, dan strategic vision juga 
pengendalian internal sebagai faktor internal  dapat mempengaruhi kinerja 





Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori atribusi dapat 
digunakan sebagai dasar untuk mengetahui faktor–faktor apa saja yang 
mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah 
khususnya dilihat pada indikator good governance dan pengendalian internal.  
 
2.1.2 Good Governance  
Istilah good governance berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu 
Gubernare yang diserap oleh bahasa inggris menjadi govern, yang berarti steer 
(menyetir, mengendalikan), direct (mengarahkan), atau rule (memerintah). 
Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa inggris to rule with authority, atau 
memerintah dengan kewenangan. 
World Bank dalam Mardiasmo (2009:17) memberikan definisi governance 
sebagai “the way state power is used in managing economic and social 
resources for development of society”. Sedangkan United Nation Development 
Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of 
political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all 
levels”. Dalam hal ini, World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah 
mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan 
masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, 
dan administratif dalam pengelolaan negara. Political governance mengacu 
pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada 
masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. 
Administrative governance mengacu pada sistem implementasi kebijakan. 
Seiring dengan perjalanan waktu, konsep good governance diarahkan 
pada proses multiarah yang sebelumnya setelah tahun 1990-an pun masih pada 




tersebut bersifat multiarah artinya tidak sebatas pada pemerintah namun juga di 
luar dari pemerintah itu sendiri (masyarakat dan swasta). 
Kesimpulan dari governance tidak sekedar pemerintah atau pemerintahan 
yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan namun lebih dari itu bagaimana 
kekuasaan dan kewenangan ini harus bersinergi dan berinteraksi dengan aktor 
di luar dari pemerintahan. Artinya bagaimana pemerintah mampu menjadi 
fasilitator demi kepentingan aktor-aktor tersebut dengan membuat kebijakan dan 
lain sebagainya. 
 
2.1.2.1 Pengertian Good Governance  
Jika mengacu pada program World Bank dan UNDP, orientasi 
pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance. Good 
governance dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih 
dalam, World Bank mendefinisikan good governance sebagai suatu bentuk 
penyelenggaraan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan 
dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi 
dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, 
menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework 
bagi tumbuhnya aktifitas usaha (Mardiasmo, 2009). 
Di sisi lain, menurut Batubara (2006) good governance dalam konteks 
ekonomi daerah merupakan bahasa strategi. Hal dikarenakan adanya relevansi 
dengan berkembangnya operasionalisasi manajemen dan administrasi publik, 
selaras dengan berbagai perubahan kemasyarakatan, baik pada skala domestik 
maupun skala internasional. Dalam good governance peran serta aktif 




Di sisi lain, Lembaga Administrasi Negara (2000:6) mendefinisikan good 
governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan 
bertanggung jawab, efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi 
yang  konstruktif  antara negara,  sektor  swasta dan  masyarakat. Mills dan 
Seregeldin dalam Santosa (2008:130) mendefinisikan good governance sebagai 
penggunaan otoritas politik dan kekuasaan untuk mengelola sumber daya demi 
pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan Mas’oed dalam Santosa (2008:55) 
menegaskan bahwa good governance adalah cita-cita yang menjadi visi setiap 
penyelenggara negara, yang secara sederhana dapat  diartikan sebagai prinsip 
dalam mengatur pemerintahan dengan sistem administrasi yang bertanggung 
jawab kepada publik. Rochman dalam Widodo (2001:18) menegaskan bahwa 
dalam konsep good governance tidak sekedar melibatkan pemerintah tetapi juga 
berbagai aktor di luar pemerintah. 
Jelas bahwa good governance adalah masalah perimbangan antara 
negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik 
kebaikan dari suatu governance lebih banyak berkaitan dengan kinerja 
pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk 
mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan 
dan infrastuktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga 
yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, rule of law, 
hak asasi manusia, dan dihargainya pluralisme. Good governance sangat terkait 
dengan dua hal yaitu (1) good governance tidak dapat dibatasi hanya pada 







2.1.2.2 Prinsip – Prinsip Good Governance  
UNDP dalam Supriadi (2012) sebagaimana Asian Development Bank 
(1999) merekomendasikan beberapa karakteristik governance, yaitu legitimasi 
politik, kerjasama dengan institusi masyarakat sipil, kebebasan berasosiasi dan 
berpartisipasi,   akuntabilitas   birokratis   dan  keuangan   (financial), 
manajemen sektor publik yang efisien, kebebasan informasi dan ekspresi, 
sistem yudisial yang adil dan dapat dipercaya. Sedangkan World Bank 
mengungkapkan sejumlah karakteristik good governance adalah masyarakat 
sipil yang kuat dan partisipatoris, terbuka, pembuatan kebijakan yang dapat 
diprediksi, eksekutif yang bertanggung jawab, birokrasi yang profesional dan 
aturan hukum. 
Adapun prinsip-prinsip good governance menurut United Nation 
Development Programme (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) adalah sebagai 
berikut: 
a. Participation.  
Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara 
langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang 
dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar 
kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi tersebut dibangun atas 
dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara 
konstruktif. 
b. Rules of law 
Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. 
c. Transparency 
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus  informasi. Informasi 




oleh mereka yang membutuhkan. 
d. Responsivenes  
Lembaga-lembaga dan proses harus ditujukan untuk melayani 
stakeholders. 
e. Consensus orientation  
Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. 
f. Equity 
Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh 
kesejahteraan dan keadilan. 
g. Efficiency and Effectiveness  
Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna 
(efisien) dan berhasil guna (efektif). 
h. Accountability  
Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. 
i. Strategic vision  
Penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi ke 
depan.  
Sedangkan Asian Development Bank dalam Krina (2003) menegaskan 
adanya konsensus umum bahwa good governance dilandasi oleh 4 (empat) 
pilar, yaitu (1) accountability, (2) transparency, (3) predictability, (4) participation. 
Dari berbagai pendapat mengenai prinsip-prinsip dan karakteristik good 
governance tersebut di atas, ternyata jumlah komponen prinsip-prinsip good 
governance sangat bervariasi. Namun demikian, prinsip-prinsip tersebut 
tidaklah berdiri sendiri, tapi saling berkaitan dalam satu kesatuan hubungan 
yang erat, sehingga masing-masing prinsip menjadi instrumen yang diperlukan 





2.1.3 Pengendalian Internal  
2.1.3.1 Pengertian Pengendalian Internal  
Terselenggaranya good governance tidak terlepas dari peran pengendalian 
internal. Pengendalian internal perlu dilakukan untuk dapat melihat sejauh mana 
perencanaan dan kebijakan yang telah ditetapkan berlangsung dengan lancar. 
Hal ini mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan 
daerah. Perencanaan tidak hanya sekedar dibuat saja, tetapi harus bisa 
menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan 
yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada. Pihak kepala dinas perlu 
memikirkan secara matang perencanaan, pengendalian, dan pengambilan 
keputusan. Kualitas pengendalian internal yang baik akan mendorong 
peningkatan kinerja organisasi daerah khususnya pengelolaan keuangan daerah.   
The American Institure of Certifies Public Accountaants (AICPA) pada 
tahun 1949 termuat dalam jurnal yang dimuat oleh Simangunsong (2014: 51), 
mendefinisikan sistem pengendalian internal sebagai berikut: 
“internal control comprise the plan of organization and all of coordinate 
methofs and measures adopted with a business  to safeguard its assets, 
chek accucacy and reliability of accounting data, promote operational 
efficiency and encourage to prescribed managerial policies”. 
 
Dasar pemikiran mengenai pengendalian  internal  telah  disusun dalam 
suatu rerangka dasar pengendalian internal COSO (COSO Intenal Control 
Framework). Sistem pengendalian menurut the Commitee of Sponsoring 
Organization (COSO) (2003;373) didefinisikan sebagai berikut: 
“internal control is broadly defined as process, effected by an entity’s 
board of director, management, and other personel, designed to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of objectiveness of 
operation in following categories:  (1) effectiviness and efficiency of 
operaion; (2) reability of financial reporting; (3) compliance with applicable 




Indonesia memiliki peraturan pemerintah mengenai pengendalian internal. 
Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah PP No. 60 Tahun 2008 tentang 
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). PP ini adalah penjabaran 
pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, yakni Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan 
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan 
secara menyeluruh.   
Menurut PP No. 60 tahun 2008, SPIP adalah proses yang integral pada 
tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan 
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 
tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan 
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan 
perundang-undangan.  
 
2.1.3.2 Unsur – Unsur Pengendalian Internal  
 Unsur–unsur pengendalian internal menurut PP No. 60 Tahun 2008 
adalah  
a. Lingkungan pengendalian  
Pimpinan instansi pemerintahan wajib menciptakan dan memelihara 
lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan 
kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam 
lingkungan kerja. 
b. Penilaian risiko  
Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Adapun 





c. Kegiatan pengendalian 
Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan 
pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas 
dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan.  
d. Informasi dan komunikasi  
Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 
e. Pemantauan pengendalian internal 
Pemantauan sistem pengendalian internal dilaksanakan melalui 
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut 
rekomendasi hasil audit dan review lainnya.  
 
2.1.3.3 Tujuan Pengendalian Internal  
Pengendalian internal menurut Comittee  of  Sponsoring  Organization  of 
the Treadway Comission dimuat oleh Ningsih (2013: 1), merupakan suatu proses 
yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain yang 
didesain untuk memberikan keyakinan memadai terkait pencapaian tujuan 
sebagai berikut; 
a. Keandalan pelaporan keuangan; 
Pengendalian internal yang ada membuat manajemen memiliki 
tanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan untuk pihak 
internal maupun eksternal organisasi. 
b. Kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang berlaku; 
Pengendalian internal ini bertujuan agar organisasi melakukan 





c. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional perusahaan. 
Pengendalian internal dalam suatu organisasi dapat menjadi instrumen 
agar pengguna sumber daya dapat dimanfaatkan secara efisien dan 
efektif dalam operasi perusahaan. 
Menurut Mulyadi (2002: 178), tujuan dari pengendalian internal terbagi 
menjadi dua, yaitu: 
a. Menjaga kekayaan perusahaan 
1) Penggunaan kekayaan perusahaan hanya melalui sistem otorisasi 
yang telah ditetapkan, 
2) Pertanggungjawaban kekayaan perusahaan yang dicatat 
dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya. 
b. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
1) Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah 
ditetapkan, 
2) Pencatatan transaksi yang terjadi tercatat dengan benar di dalam 
catatan akuntansi perusahaan. 
Menurut Mardi  (2011: 59), tujuan pengendalian internal sebagai berikut: 
a. Menjaga keamanan harta milik perusahaan. 
b. Memeriksa ketelitian dan kebenaran informasi akuntansi. 
c. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. 
d. Membantu menjaga kebijakan manajemen yang telah ditetapkan 
 
2.1.4 Kinerja  
2.1.4.1 Pengertian Kinerja  
Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 




misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis 
(strategic planning) suatu organisasi (Bastian, 2006:274). Lebih lanjut, di dalam 
Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah dijelaskan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program 
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran  
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Dapat disimpulkan bahwa kinerja 
merupakan suatu pencapain hasil atas kegiatan yang telah dianggarkan dan 
dilaksanakan. 
 
2.1.4.2 Pengertian Kinerja Keuangan  
Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan 
efektifitas dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. 
Efektifitas terjadi apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih  
tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai rasio (perbandingan) antara 
masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran 
yang optimal.  
 
2.1.4.3 Pengertian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah 
Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen yang dimaksud dengan 
pengelolaan keuangan adalah proses pengurusan, penyelenggaraan, 
penyediaan dan penggunaan uang dalam setiap usaha kerjasama sekelompok 
orang untuk tercapainya suatu tujuan. Proses ini tersusun dari pelaksanaan 
fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau secara 
operasional apabila dirangkaikan dengan daerah maka pengelolaan keuangan 




pelaksanaan pengawasan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah (Domai, 2002).  
Sejalan dengan pengertian tersebut di atas Halim (2001) mengatakan, 
membicarakan pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan 
anggaran pendapatan dan belanja daerah: oleh karena itu anggaran 
pendapatan dan belanja daerah adalah merupakan program kerja suatu daerah 
dalam bentuk angka-angka selama satu tahun anggaran. Tuntutan mengenai 
otonomi daerah dan kepemerintahan yang demokrasi di daerah sebagai 
konsekuensi dan implikasi globalisasi. Otonomi selalu dikaitkan atau 
disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Sesuatu akan 
dianggap otonomi jika ia menentukan diri sendiri, membuat aturan (hukum) 
sendiri, mengatur diri sendiri, dan berjuang berdasarkan kewenangan 
kekuasaan dan prakasa sendiri (Suryadi, 2000) dalam (Rohman, 2009).  
Dengan diberlakukannya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang 
pemerintahan daerah, telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar dalam 
pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia, sebagai konsekuensinya adalah 
perlu dilakukan penataan terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan 
pemerintahan daerah sebagai manivestasi dari otonomi daerah. 
Kinerja pengelolaan keuangan pemerintahan daerah adalah 
kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber 
keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung 
berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan 
pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada 
pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-
dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan 




Secara umum kinerja pengelolaan daerah adalah kemampuan suatu 
daerah untuk mengelola aset daerah dalam bentuk pencatatan transaksi yang 
telah dilakukan selama tahun berjalan dan dirumuskan dalam bentuk laporan 
keuangan setiap tahunnya. Pengelolaan keuangan yang baik adalah sesuai 
dengan aturan dan standar yang sudah ada.    
 
2.1.5 Pengukuran Kinerja  
Pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses 
penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang  telah  
ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber 
daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa (seberapa 
baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh 
pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang 
diinginkan, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002). 
Sementara menurut Gazperz (2002), pengukuran kinerja merupakan suatu cara 
memantau dan menelusuri kemajuan tujuan-tujuan strategis. Hasil pengukuran 
dapat berupa indikator awal menuju akhir atau indikator hasil akhir. Whittaker 
(dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu 
alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan 
keputusan dan akuntabilitas.  
Simons (dalam BPKP, 2000) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja 
membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara 
membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi 
pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk 




sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 
 
2.1.5.1 Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik  
Pengukuran kinerja sangat dibutuhkan untuk menilai akuntabilitas 
organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik. Menurut 
Mardiasmo (2009:121) sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu 
sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu 
strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja 
dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja 
dapat diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. 
Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan. 
Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk memperbaiki 
kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu 
pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada 
akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik 
dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik 
digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, 
ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan 
pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi pelanggan. 
Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, sehingga tidak ada 
indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara 
komprehensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output dihasilkan 
sektor publik lebih banyak bersifat intangible output, maka ukuran finansial saja 
tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu 




Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 ada 3 indikator dalam 
pengukuran kinerja yaitu masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome). 
Indikator tersebut dapat dijabarkan dalam konsep pengukuran kinerja yang 
disebut value for money. 
 
2.1.5.2 Konsep Value For Money  
Value for Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi 
pemerintah. Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi   sektor 
publik yang mendasar pada tiga elemen utama yaitu, ekonomi, efisiensi, dan 
efektivitas (Mardiasmo, 2009:4). Adapun yang dimaksud dengan ekonomi, 
efisiensi, dan efektivitas yaitu: 
1. Ekonomi 
  Pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga 
yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value 
yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana 
organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan 
yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif. 
2. Efisiensi 
  Pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau 
penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi 
merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja 
atau target yang telah ditetapkan. 
3. Efektivitas 
  Tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara 





2.2 Penelitian Terdahulu  
Auditya dkk (2013) meneliti tentang analisis pengaruh akuntabilitas dan 
transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Hasil penelitiannya adalah akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. 
Juliana (2013) meneliti tentang pengaruh pelaksana good governance 
terhadap kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, 
hasil yang didapatkan adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pelaksanaan good governance dengan kinerja organisasi pada Dinas Pendidikan 
Provinsi Sumatera Utara. 
Apriani (2015) meneliti tentang pengaruh good governance dan 
pengendalian internal terhadap kinerja organisasi dilihat dari persepsi pegawai ( 
studi kasus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten 
Sleman ). Hasil penelitian ini adalah good governance dan pengendalian internal 
mempengaruhi kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 
Kabupaten Sleman. 
Nugraha (2015) telah meneliti pengaruh penerapan good governance 
terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan hasil 
bahwa penerapan good governance berpengaruh secara positif terhadap kinerja 
pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Kinerja pemerintah 
Kabupaten Sidenreng Rappang dipengaruhi oleh penerapan good governance 
sebesar 70,9% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.  
 
2.3 Kerangka Pemikiran  
Dalam menyikapi kebijakan otonomi daerah dan implementasinya, perlu 




terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mestinya oleh 
aparatur/birokrasi dalam suatu jaringan kelembagaan yang rasional, yang akan 
dapat menjawab tantangan pelayanan masyarakat dalam penyelenggaraan 
otonomi daerah serta mewujudkan good governance. Penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) pada saat ini 
merupakan prioritas utama dalam penegakan citra pemerintah yang sampai saat 
ini dianggap masih sangat rendah. Dengan tingkat penerapan  prinsip-prinsip 
good governance yang dilaksanakan dengan baik, maka kinerja pemerintah 
daerah pun akan tercapai dengan baik. 
Pengendalian Internal sebuah organisasi memiliki keterkaitan yang kuat 
dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan suatu organisasi. Dengan 
adanya berbagai indikator ini diharapkan kinerja dari organisasi bisa berjalan 
sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan pelayanan publik yang baik. Namun, 
kontras yang terjadi di lapangan adalah banyaknya masalah yang dihadapi 
terkait kinerja pegawai. 
Adanya keterikatan antara good governance dan pengendalian internal  
dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan teori atribusi yang 
dimana teori tersebut menyatakan bahwa suatu perilaku dapat berubaha 
diakibatkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal. Keterkaitan kedua 
variabel mengindikasikan terkait faktor internal atau eksternal yang 
mempengaruhi suatu kinerja. Hal ini dapat dikemukakan bahwa indikator good 
governance dan pengendalian internal dapat mempengaruhi kinerja pengelolaan 
keuangan pemerintahan daerah di Kota Makassar seperti yang terlihat digambar 























Gambar 2.1 Rerangka Pemikiran 
 
2.4 Hipotesis  
Adapun hipotesis dalam penelitian ini disusun sebagai berikut. 
1. Pengaruh Good Governance terhahadap Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
United Nation Development Programme (UNDP) telah menjelaskan 
bahwa prinsip-prinsip good governance yaitu terdiri dari participation, rules of  
law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness 
Good Governance (X1)  
1. Participation  
2. Rules of law 
3. Transparency  
4. Responsiveness  
5. Consensus orientation 
6. Equity  
7. Efficiency and 
effectiveness  
8. Accountability  





2. Penilaian risiko  
3. Kegiatan pengendalian  
4. Informasi dan 
komunikasi  
5. Pemantauan 







and efficiency, accountability, dan strategic vision. Untuk dapat menjadi 
pemerintahan yang memiliki tata kelola yang baik, maka indikator – indikator 
good governance harus dapat dilaksanakan dalam lingkup kinerja pemerintah 
daerah. Hal ini didukung pula oleh teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku 
kinerja dapat berubah karena adanya faktor internal maupun eksternal dan good 
governance adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja 
pemerintahan daerah khususnya pengelolaan keuangan. 
Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rifka (2013) dan 
Hardi (2015) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 
pelaksanaan good governance dan kinerja pemerintah daerah. Sehingga 
hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut. 
H1 : Penerapan Good Governance berpengaruh positif terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan  pemerintahan daerah  
2. Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Daerah 
Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi untuk 
memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai 
melalui: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang dapat 
dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan aturan berlaku. Adanya 
pengendalian internal dalam penelitian ini adalah untuk melihat sejauh mana 
indikator yang ada di dalam pengendalian internal ini dapat mempengaruhi suatu 
kinerja pengelolaan keuangan di pemerintahan daerah. Hal ini didukung pula 
oleh teori atribusi yang menyatakan bahwa perilaku kinerja dapat berubah karena 
adanya faktor internal maupun eksternal dan pengendalian internal adalah faktor 





Penelitian yang terkait dengan pengendalian internal adalah oleh Apriani 
(2015) yang menemukan bahwa pengendalian internal berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi 
Kabupaten Sleman dan juga penelitian oleh Miswaty (2015) yang menemukan 
bahwa pengendalian internal secara signifikan mempengaruhi kinerja organisasi 
di Balikpapan. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai berikut. 
H2 : Penerapan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kinerja 
pengelolaan keuangan  pemerintahan daerah 
3. Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja 
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah  
  Tercapainya suatu tujuan pemerintahan yang baik tidak terlepas dari 
unsur – unsur eksternal ataupun internal yang terlaksana dalam suatu tindakan 
atau aktivitas. Unsur – unsur ini bisa jadi adalah good governance dan 
pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses yang 
dipengaruhi untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan 
organisasi dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian 
laporan keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan 
aturan berlaku. Untuk dapat menjadi pemerintahan yang memiliki tata kelola 
yang baik, maka indikator – indikator good governance juga harus dapat 
dilaksanakan dalam lingkup kinerja pemerintah daerah. Adanya good 
governance  dan pengendalian internal dalam penelitian ini adalah untuk melihat 
sejauh mana indikator yang ada di dalam good governance  dan pengendalian 
internal secara simultan dapat mempengaruhi suatu kinerja pengelolaan 
keuangan di pemerintahan daerah. Hal ini didukung pula oleh teori atribusi yang 





  Penelitian yang terkait adalah oleh Sari (2015) yang menemukan bahwa 
good governance dan  pengendalian internal berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten 
Sleman dan juga penelitian oleh Yuliani (2015) yang menemukan bahwa secara 
simultan good governance dan pengendalian internal mempengaruhi kinerja 
organisasi di Balikpapan. Sehingga hipotesis yang dapat dikemukakan sebagai 
berikut. 
H3 : Penerapan Good Governance dan Pengendalian Internal berpengaruh 







3.1. Rancangan Penelitian  
Penelitian dirancang sebagai penelitian kausal dengan pendekatan 
kuantitatif. Penelitian kausal berguna untuk mengukur hubungan antara variabel 
riset, atau untuk menganalisis bagiamana penagruh suatu variabel terhadap 
variabel lainnya (Umar, 2003). Peneliti menggunakan desain penelitian untuk 
mengetahui apakah penerapan good governance dan pengendalian internal 
sebagai variabel independen memiliki pengaruh terhadap kinerja pengelolaan 
keuangan di Kota Makassar sebagai variabel dependen. Penelitian ini 
menekankan pada pengukuran variabel dengan angka dan melakukan analisis 
data dengan prosedur statistik dengan menggunakan analisis jalur (path 
analysis) , uji reliabilitas, uji validitas, uji t, dan uji f.  
 
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian  
Penelitian ini dilakukan pada lingkup pemerintahan Kota Makassar. 
Makassar adalah sebuah ibu kota provinsi yang dibatasi oleh Kabupaten Maros 
di sebelah utara, Selat Makassar di sebelah Barat, Kabupaten Maros di sebelah 
timur, dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan. Luas wilayah Kota Makassar 
tercatat 181,35 Km2, yang secara administratif terbagi dalam 143 Desa / 
Kelurahan dan 14 Kecamatan. Selain itu lingkup pemerintahan kota Makassar 
memiliki 54 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini dimulai pada 





3.3. Populasi dan Sampel  
Menurut Sugiyono (2009:80) populasi adalah wilayah generalisasi yang 
terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar dengan jumlah 
SKPD sebanyak 54 yang terdiri atas 14 Kecamatan, 16 organisasi berbentuk 
Dinas, 10 organisasi berbentuk Kantor, dan 14 organisasi berbentuk Badan.  
Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah 
anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). Pemilihan sampel dalam 
penelitian ini didasarkan pada purpose sampling. Berdasarkan hal tersebut 
sampel dalam penelitian ini diambil pada 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) dengan jumlah 45 responden yang dimana tiap SKPD diambil 3 orang 
yang terdiri dari Pimpinan SKPD, Bendahara, dan Staf Keuangan (Kepala Bagian 
atau Anggota).    
 
3.4. Jenis dan Sumber Data  
Jenis data dalam penelitian ini berupa jenis data subjektif yang diperoleh 
berupa opini, sikap, pengalaman, dan karakteristik dari responden yang menjadi 
subjek penelitian. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer berupa jawaban responden terhadap item-item pernyataan yang 
terdapat dalam instrumen penelitian, yaitu variabel pertama penerapan good 
governance yang diukur dengan indikator participation, transparency, rule of law, 
responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, 
accountanbility, dan strategic vision. Variabel kedua penerapan pengendalian 




kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan 
pengendalian intern serta variabel kinerja pengelolaan pemerintah daerah yang 
diukur dengan indikator value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektifitas). 
 
3.5.  Teknik Pengumpulan Data 
Data yang digunakan adalah data primer, yang berupa persepsi para 
responden terhadap variabel – variabel yang digunakan. Modus komunikasi 
untuk memperoleh data dari responden dalam penelitian ini menggunakan 
kuesioner. Kuesioner yang diberikan berisi sejumlah pernyataan yang akan 
dibagikan kepada responden. Setiap kuesioner yang didistribusikan kepada para 
responden disertai surat permohonan pengisian kuesioner. 
Adapun kuesioner dalam penelitian ini mendefinisikan operasioanal 
variabel ke dalam indikatornya, selanjutnya indikator tersebut dijabarkan ke 
dalam bentuk pernyataan, dan kemudian pemberian skor atas jawaban dari 
responden atas pernyataan-pernyataan yang ada. Untuk menentukan skor pada 
penelitian ini peneliti menggunakan skala likert. 
Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 
seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 
2009:107). Untuk setiap pilihan jawaban diberi skor, maka responden jawaban 
harus menggambarkan, mendukung pernyataan atau tidak mendukung 
pernyataan. 
Pemberian skor atas pilihan jawaban untuk kuesioner yang diajukan 
adalah sebagai berikut.  
           Tabel 3.1 Skala Penilaian Untuk Pernyataan Positif 
No Jenis Jawaban Skor 





      Lanjutan Tabel 3.1 
No Jenis Jawaban Skor 
2 Setuju 4 
3 Ragu-Ragu 3 
4 Tidak Setuju 2 
5 Sangat tidak setuju 1 
       Sumber: Sugiyono (2009:87) 
 
3.6. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional  
3.6.1. Variabel Penelitian  
Variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi 
pada suatu nilai (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini, digunakan dua macam 
variabel penelitian.  
1. Variabel Terikat (Dependent Variable)  
Variabel terikat (dependent variable) merupakan variabel yang menjadi 
perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006). Pada penelitian yang menjadi 
variabel independen adalah good governance dan pengendalian internal.    
2. Variabel Bebas (Independent Variable) 
Variabel bebas (independent variable) adalah variabel yang memengaruhi 
variabel lain baik secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Adapun 
yang menjadi variabel dependen yang mempunyai hubungan dengan 
penerapan good governance dan pengendalian internal yaitu kinerja 
pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Makassar.  
 
3.6.2. Definisi Operasional  
Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas variabel yang 




bagaimana mengukur suatu variabel. Definisi operasional pada penelitian ini 
terdiri dari sub variabel sebagai berikut:  
1. Variabel penerapan good governance adalah konsep tata kelola 
pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan 
prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Good governance dalam 
penelitian ini menekankan pada faktor – faktor yang mempengaruhi 
kinerja organisasi pemerintah daerah dalam hal ini kinerja pengelolaan 
keuangan daerah. Good governance diukur berdasarkan indikatornya 
yaitu:  
a. Participation  
Partisipasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
mengikutsertakan masyarakat dalam membuat kebijakan dan 
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam 
pemerintahan sehingga dalam proses pengelolaan keuangan daerah 
harus memperhatikan indikator tersebut.  
b. Rule of law 
Rule of law yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
memberlakukan hukum yang telah dibuat kepada seluruh lapisan 
masyarakat dan menegakkan hukum dengan baik. Pengelolaan 
keuangan daerah yang baik adalah pengelolaan yang harus sesuai 
dengan hukum yang berlaku dan memiliki informasi yang dapat diikuti 
seluruh lapisan masyarakat. 
c. Transparency  
Transparansi dalam penelitian ini adalah mengembangkan sistem 
akuntansi berdasarkan standar akuntansi dan praktek terbaik untuk 




keuangan dan informasi lain yang material dan berdampak signifikan 
pada kinerja pemerintah daerah khususnya kinerja pengelolaan 
keuangan daerah.   
d. Responsiveness 
Responsiveness dalam penelitian ini adalah cepat dan tanggap serta 
memberikan pelayanan yang baik kepada pihak yang 
berkepentingan.  
e. Consensus orientation  
Consensus orientation dalam penelitian ini adalah membuat 
kebijakan dengan memperhatikan kepentingan bagi semua pihak 
yang memiliki kepentingan. Informasi yang didapatkan dalam 
pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan kepentingan 
orang lain. 
f. Equity 
Equity dalam penelitian ini adalah memberikan kesempatan kepada 
seluruh masyarakat untuk memperbaiki, dan mempertahankan 
kesejahteraan mereka lewat informasi yang dihasilkan dari kinerja 
pengelolaan keuangan tersebut.  
g. Efficiency and effectiveness  
Efisiensi dan efektifitas dalam penelitian ini adalah mengelola sumber 
daya yang dimiliki secara efisien dan membuahkan hasil yang baik. 
Efektifitas yang dimaksud adalah pencapaian tujuan tanpa 
mempedulikan biaya yang akan dikeluarkan dan efisiensi adalah 
pencapaian target dengan menggunakan input (biaya) untuk 




harus memiliki prinsip efisien dan efektif sehingga kualitas laporan itu 
sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.  
h. Accountanbility  
Akuntabilitas dalam penelitian ini adalah mempertanggungjawabkan 
semua pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat dan 
pihak-pihak yang berkepentingan termasuk dalam kinerja 
pengelolaan keuangan daerah. 
i. Strategic vision 
Strategic Vision dalam penelitian ini adalah penyelenggaraan 
pemerintahan yang memiliki visi misi jauh kedepan sehingga dalam 
melaksanakan kinerja pengelolaan keuangan harus memiliki tujuan 
yang telah dibuat secara mapan dan berguna untuk entitas terkait.   
2. Variabel pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi 
untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan organisasi 
dapat dicapai melalui: efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan 
keuangan yang dapat dipercaya, ketaatan terhadap undang-undang dan 
aturan berlaku. Pengendalian internal dalam penelitian ini menekankan 
pada perencanaan dan pengendalian yang telah disiapkan dimana 
memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan. Pengendalian internal 
sangat penting dalam proses kinerja pengelolaan keuangan daerah 
karena aktifitas yang ada memiliki hubungan erat dengan aktifitas 
keuangan dan sebagainya.  Pengendalian internal dapat diukur 
berdasarkan indikatornya yaitu:  
a. Lingkungan pengendalian  
Lingkungan pengendalian dalam penelitian ini adalah pimpinan 




menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang 
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem 
pengendalian internal dalam lingkungan kerja sehingga tidak terjadi 
penyimpangan dalam kinerja organisasi salah satunya kinerja 
pengelolaan keuangan. 
b. Penilaian risiko  
Penilaian risiko dalam penelitian ini adalah pimpinan Instansi 
pemerintah daerah wajib melakukan penilaian risiko. Adapun 
penilaian risiko yang dimaksud meliputi identifikasi risiko dan analisis 
risiko yang mungkin didapatkan ketika kinerja organisasi sedang 
berlangsung. 
c. Kegiatan pengendalian 
Kegiatan pengendalian dalam penelitian ini adalah pimpinan instansi 
pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian 
sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi 
instansi pemerintah yang bersangkutan dalam hal ini kinerja 
pengelolaan keuangan daerah. 
d. Informasi dan komunikasi  
Informasi dan komunikasi dalam penelitian ini adalah pimpinan 
instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan 
mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 
e. Pemantauan pengendalian internal 
Pemantauan pengendalian internal adalah pemantauan sistem 
pengendalian internal dilaksanakan melalui pemantauan 
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil 




3. Variabel kinerja pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah 
kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber 
keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung 
berjalannya sistem pemerintahan. Kinerja pengelolaan keuangan daerah 
dalam penelitian ini adalah semua aktivitas keuangan yang berhubungan 
dengan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan yang berguna 
untuk pelaksanaan aktivitas keuangan tahun berikutnya. Variabel ini 
diukur dengan indikator value for money terdiri dari: 
a. Ekonomi  
Pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu 
pada harga terbaik yang dimungkinkan serta pengelolaan secara 
hati-hati atau cermat dan tidak ada pemborosan. Indikator ekonomi 
terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat 
meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan 
menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.  
b. Efisiensi  
Suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan 
penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. 
Indikator efisiensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah 
sejauh mana kinerja pengelolaan keuangan ini tidak menggunakan 
banyak dana namun tujuan yang ingin dicapai dapat direalisasikan. 
c. Efektifitas  







3.7. Metode Analisis Data  
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
analisis statistik dengan menggunakan SPSS 20.0. Metode analisis data yang 
digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (Multiple 
Regression Analysis). Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan pengaruh 
antara beberapa variabel bebas dengan variabel terikat. Pengertian analisis 
regresi linier berganda menurut Sugiyono (2010:277), adalah sebagai berikut : 
 
“Analisis yang digunakan peneliti, bila bermaksud meramalkan 
bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila 
dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi 
(dinaik turunkan nilainya)”. 
 
Persamaan analisis regresi linier secara umum untuk menguji hipotesis-hipotesis 
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
Y = α + β1X1 + β2X2  + ε (1)  
Keterangan:  
α: Konstanta  
β1: Koefisien regresi multiple variabel bebas X1 terhadap variabel terikat Y,bila 
variabel bebas lainnya dianggap konstan 
 
β2: Koefisien regresi multiple variabel bebas X2 terhadap variabel terikat Y,bila 
variabel bebas lainnya dianggap konstan 
 
 
3.8. Pengujian Kualitas Data  
Komitmen pengukuran dan pengujian suatu kuesioner atau 
hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang yang dipakai dalam 
pengujian tersebut. Data penelitian tidak akan berguna dengan baik jika 
instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data tidak memiliki 
tingkat keandalan (Reliability) dan tingkat keabsahan (Validity) yang 






3.8.1. Uji Validitas  
Menurut Yusuf (2014: 235), validitas menunjukkan tingkat sejauh mana 
suatu alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Teknik yang digunakan 
untuk mengukur validitas butir item instrumen penelitian ini yaitu teknik product 
moment dari Karl Pearson (validitas isi atau content validity). Teknik product 
moment correlation yaitu setiap skor tiap item dikorelasikan dengan skor total. 
Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Jika r hitung lebih besar 
dari r tabel maka data dapat dikatakan valid. 
 
3.8.2. Uji Reliabilitas  
Menurut Yusuf (2014: 242), reliabilitas adalah suatu ukuran konsistensi 
atau kestabilan skor suatu instrumen penelitian terhadap individu yang sama, 
dan diberikan dalam waktu yang berbeda (Ghozali, 2006). Pengujian reliabilitas 
menggunakan cronbach alpha. Suatu alat dikatakan handal jika nilai cronbach 
alpha > 0,60. Perhitungan validitas dan reliabilitas instrumen penelitian ini 
menggunakan bantuan program SPSS 20.00. 
 
3.9. Uji Asumsi Klasik  
Uji asumsi ini akan menguji data variabel bebas (X) dan data 
variabel terikat (Y) pada persamaan regresi yang dihasilkan, apakah 
berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal (Sunyoto, 2011:84). Uji 
ini bertujuan untuk menguji apakah ada variabel pengganggu atau 
variabel residual dalam model regresi. Uji normalitas data pada penelitian 
ini dilakukan dengan menggunakan analisis grafik dan uji one-sample 




yang digunakan pada penelitian ini adalah uji normal probability plot. Uji 
normal probability plot dikatakan berdistribusi normal jika garis data rill 
mengikuti garis diagonal dan cara ini dianggap lebih handal daripada 
grafik histogram karena cara ini membandingkan data rill dengan data 
distribusi normal (Sunyoto, 2011:89). Sementara untuk uji Kolmogorov-
Smirnov dikatakan berdistribusi normal jika asymptotic significan data 
lebih besar daripada 0.05 (p>0.05) (Sufren, 2013:68). 
 
3.9.1. Uji Normalitas Data  
Pengujian normalitas digunakan untuk menguji apakah sampel 
terdistribusi dengan normal atau tidak, juga untuk menghindari bias. Dalam 
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji P-Plot Normality, yaitu dengan 
menetapkan derajat keyakinan (α=0,05) dengan kriteria pengujiannya jika 
sebaran data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 
diagonal, maka model regresi berdistribusi normal, sedangkan jika sebaran data 
jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model 
regresi tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2006). 
 
3.9.2. Uji Autokorelasi  
Uji Autokorelasi bertujuan untuk mencari tahu apakah kesalahan (errors) 
suatu data pada periode tertentu berkorelasi dengan periode lainnya (Sufren, 
2013:108). Model regresi yang baik adalah tidak mengalami autokorelasi. Cara 
untuk mengetahui apakah suatu model regresi mengalami autokorelasi atau tidak 
dengan mengecek nilai Durbin-Watson (DW). Syarat untuk tidak terjadi 





3.9.3. Uji Heteroskedastisitas 
Priyatno (2010: 83), mengemukakan bahwa uji heteroskedastisitas 
digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian  dari 
residual pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model 
regresi adalah tidak adanya heterokedastisitas. 
Untuk menguji adanya gejala heteroskedastisitas ini dilakukan melalui 
metode scatter plot, yaitu dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada scatter 
plot. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin)    yang    ada    
membentuk    pola    tertentu    yang      teratur  (bergelombang, melebar, 
menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang 
jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y, 
maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau apabila tingkat probabilitas lebih 
besar  dari tingkat signifikansi α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa model 
regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. 
 
3.9.4. Uji Multikolinearitas  
Priyatno (2010: 8), mengemukakan bahwa uji multikolinearitas digunakan 
untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linier antar variabel independen 
dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 
adalah tidak adanya multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dilakukan 
dengan menggunakan Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Santoso (2004), 
Apabila VIF lebih kecil dari 0,01 atau lebih besar dari 10 maka terjadi 
multikolinearitas. Sebaliknya tidak terjadi multikolinearitas antar variabel jika nilai 






3.10. Pengujian Hipotesis 
3.10.1 Uji – F  
Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 
yang dimasukkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya :  
1. Ho : b1 = 0, artinya semua variabel independen secara simultan tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen,  
2. Ha :  b2  ≠  0, artinya semua variabel independen secara simultan 
berpengaruh terhadap variabel dependen. 
Kriteria pengambilan keputusan :  
Jika probabilitas < 0,05 maka Ha diterima atau Ho ditolak,  
Jika probabilitas > 0,05 maka Ha ditolak atau Ho diterima. 
 
3.10.2 Uji – t  
 Uji statistik t disebut juga sebagai uji signifikasi individual. Uji ini 
menunjukkan seberapa besar jauh pengaruh variabel independen secara parsial 
terhadap variabel dependen.  Bentuk pengujiannya adalah :  
1) Ho :b1 = 0, artinya suatu variabel independen secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap variabel dependen, 
2) Ha :b2 ≠ 0, artinya suatu variabel independen secara parsial berpengaruh 
terhadap variabel dependen.  
Kriteria pengambilan keputusan :  
Jika probabilitas < 0,05 maka Ha atau Ho ditolak,  









5.1. Kesimpulan  
 
Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Penerapan Good Governance di pemerintah Kota Makassar telah 
diterapkan dengan baik. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen 
pemerintah daerah yang tertuang dalam kebijakan umum pembangunan 
Kota Makassar yaitu mengefektifkan penyelenggaraan tata pemerintahan 
yang baik (good governance). Good governance diterapkan dengan 
tujuan meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sehingga 
tujuan SKPD dapat terwujud. Indikator yang paling kuat berpengaruh 
dalam pembentukan good governance adalah akuntabilitas, dapat dilihat 
seluruh SKPD memperhatikan indikator ini dalam pembuatan anggaran 
maupun laporan keuangan. Indikator yang memiliki pengaruh kurang kuat 
dalam pembentukan good governance adalah partisipasi, dapat dilihat 
bahwa masyarakat cenderung belum aktif berperan dalam pelaksanaan 
kinerja pengelolaan keuangan sehingga berpengaruh dalam kinerja 
SKPD. Hal ini sesuai dengan pernyataan teori atribusi yang menyatakan 
perilaku seseorang dapat berubah karena adanya pengaruh internal atau 
eksternal yang diterapkan dan good governance sendiri merupakan faktor 
internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan 






2. Penerapan pengendalian internal di pemerintah Kota Makassar 
diterapkan dengan baik. Hal tersebut merupakan bentuk 
pertanggungjawaban pimpinan SKPD terhadap masyarakat dalam 
pencapaian tujuan organisasi publik. Pengendalian internal sendiri 
mendorong dan memotivasi  pegawai SKPD untuk meningkatkan kinerja 
pengelolaan keuangannya agar tujuan instansi dapat tercapai. Indikator 
yang memiliki pengaruh kuat dalam membentuk pengendalian internal 
adalah informasi dan komunikasi, dimana segala informasi dan 
komunikasi menyebar secara cepat dan tepat. Indikator yang memiliki 
pengaruh kurang kuat dalam membentuk pengendalian internal adalah 
kegiatan pengendalian itu sendiri, sehingga hal ini dapat mempengaruhi 
kinerja pengelolaan keuangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan teori 
atribusi yang menyatakan perilaku seseorang dapat berubah karena 
adanya pengaruh internal atau eksternal dan pengendalian internal 
sendiri merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja 
pengelolaan keuangan dari sisi pelaksanaan pengendaliannya.  
3. Penerapan good governance dan pengendalian secara simultan 
berpengaruh positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan pemerintah 
daerah di Kota Makassar. Kinerja pengelolaan keuangan memiliki wilayah 
kerja yang cukup luas dan teliti sehingga perlu adanya good governance 
untuk melihat sejauh mana pengelolaan keuangan sesuai dengan tata 
kelola yang seharusnya dan adanya pengendalian internal untuk melihat 
sejauh mana tujuan dari SKPD dapat tercapai dan sesuai dengan sop 
yang tepat sasaran. Hal ini sesuai dengan pernyataan teori atribusi yang 
menyatakan perilaku seseorang dapat berubah karena adanya pengaruh 




internal sendiri merupakan faktor internal yang mempengaruhi kinerja 
pengelolaan keuangan dari sisi pelaksanaan kegiatan dan 
pengendaliannya. 
 
5.2. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat 
memberikan saran – saran sebagai berikut : 
1. Dalam mengefektifkan penerapan good governance di Pemerintah Kota 
Makassar, peran aparatur pemerintah daerah juga dimaksimalkan untuk 
turut menganut prinsip-prinsip good governance secara individu maupun 
kelompok, terutama dalam prinsip – prinsip yang berhubungan dengan 
kinerja pengelolaan keuangan seperti transparansi, akuntabilitas, 
responsif, dan efektifitas serta efisiensi. 
2. Peran pengendalian internal harus dilakukan secara cermat dan tepat 
karena menyangkut dengan tujuan yang akan dilakukan selama periode 
tertentu, hal ini harus dilakukan oleh semua pihak yang terkait. 
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, 
dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel – variabel lain  
yang berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan keuangan dan bisa 
mengambil sampel yang lebih representatif. 
 
5.3. Keterbatasan Penelitian  
1. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada 
SKPD sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada pada 






2. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi jawaban 
melalui kuesioner yang diberikan sehingga kadang timbul perbedaan 
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Terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara/i untuk berpartisipasi dalam 
mengisi dan menjawab seluruh pertanyaan yang ada dalam kuesioner ini. 
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PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN PENGENDALIAN INTERNAL  
TERHADAP KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN  PEMERINTAH DAERAH 
DI KOTA MAKASSAR”. 
Untuk itu diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang 
sebenar-benarnya demi membantu penelitian ini. Atas waktu dan kesediaannya 
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Daftar Pernyataan Penelitian 
Terimakasih Bapak/Ibu, telah berkenaan meluangkan waktu  untuk mengisi 
daftar pernyataan ini, dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas 
pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan 
tanda (X). 
Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat 
diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam 
bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka 

















Skor 1 2 3 4 5 
 





 Pernyataan STS TS R S SS 
(1) (2) (3) (4) (5) 
 Partisipasi (Participation)  
1 Masyarakat memperoleh data dan 
informasi untuk memberikan bahan 
masukan dalam penyusunan rencana 
pengelolaan keuangan daerah dari 
pemerintah daerah 
     
2 Pihak SKPD memiliki peran aktif dalam 
proses penyusunan anggaran mulai dari 
memberikan pendapat dan kritik  
     
 Kepastian Hukum (Rule of Law)  
3 Peraturan Daerah dan kebijakan publik 
lainnya disusun demi kepentingan 
masyarakat 




4 Pemerintah daerah menjamin adanya 
kepastian hukum dalam penyelenggaraan 
pengelolaan keuangan pemerintahan 
daerah dan telah dilaksanakan tanpa 
diskriminasi dan adanya benturan 
kepentingan 
     
 Transparansi (Transparency)  
5 Dalam menyusun anggaran segala proses 
dan tahapan penyusunan dilakukan secara 
tertib, aman,  dan terbuka 
     
6 Data dan informasi yang menyangkut 
pengelolaan keuangan dapat diperoleh 
oleh pengguna laporan tersebut demi 
kepentingan bersama 
     
 Responsiveness  
7 Terdapat sistem pengaduan masyarakat 
yang telah disusun dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan publik 
khususnya dalam hal pengelolaan 
keuangan. 
     
8 Cepat dan tanggap menindaklanjuti kritik 
dan saran atas pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat 
     
 Consensus Orientation  
9 Rencana kerja SKPD khususnya 
pengelolaan keuangan  disusun  
berdasarkan program dan kegiatan periode 
sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan 
usulan program serta kegiatan yang 
berasal dari masyarakat 
     
10 Memfasilitasi forum SKPD yang 
membahas prioritas program dan  kegiatan
 sebagai upaya 
menyempurnakan rancangan rencana 
kerja SKPD yang berhubungan dengan 
pengelolaan keuangan  
     
 Equity  
11 Pemerintah daerah menyusun program 
yang berorientasi pada peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 




12 Bantuan finansial maupun non finansial 
dapat diperoleh oleh masyarakat dalam 
rangka peningkatan kesejahteraannya 
     
 Efektifitas dan Efisiensi  
13 Tingkat keberhasilan pelaksanaan program 
telah sejalan dengan penyusunan 
anggaran dan target 
     
14 Penggunaan anggaran pada SKPD telah 
sesuai dengan alokasinya  
     
 Akuntabilitas (Accountabilty)  
15 Pertanggungjawaban dalam pengelolaan 
keuangan dilaksanakan secara periodik 
melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (LAKIP) dan 
disampaikan tepat pada waktunya. 
     
16 Penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang baik harus berorientasi pada prinsip-
prinsip akuntabilitas dengan menerapkan 
prosedur operasional standar yang 
berlaku. 
     
 Strategic Vision  
17 Pemerintah daerah menyusun visi dan misi 
yang bertujuan untuk pembangunan 
berkelanjutan (sustainable development). 
     
18 Anggaran yang disusun dalam pengelolaan 
keuangan SKPD telah ditetapkan sesuai 
dengan visi dan misi pemerintah daerah 
     
 
Pengendalian Internal  
 
 Pernyataan STS TS R S SS 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Tujuan-tujuan jelas dan bisa dipahami 
dengan baik oleh semua pegawai yang 
bertugas dan bertanggungjawab terhadap 
pencapaian tujuan-tujuan tersebut. 
     
2 Ada mekanisme untuk mengidentifikasi 
hambatan dalam pencapaian dari tujuan 
instansi. 
     
3 Pegawai meninjau secara berkala 
















4 Informasi dikomunikasikan secara efektif 
antara bawahan, atasan dan antara 
biro/bagian Bapak/Ibu/Saudara/i. 
     
5 Evaluasi terhadap seluruh sistem 
pengendalian internal terlaksana. 
     
 
Kinerja Pengelolaan Keuangan  
 Pernyataan STS TS R S SS 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 Laporan keuangan pemerintah daerah yang 
dilaporankan senantiasa dapat memenuhi 
unsur efektivitas (tepat pada waktunya) 
sesuai dengan aturan yang berlaku 
     
2 Laporan keuangan pemerintah daerah 
memiliki manfaat umpan balik (feedback 
value) sebagai alat analisis tahun 
anggaran yang lalu dengan sekarang 
     
3 Laporan keuangan pemerintah daerah 
yang telah dilaporan senantiasa dapat  
memenuhi unsur kelengkapan sesuai 











 4 Laporan keuangan pemerintah daerah 
yang telah dilaporan senantiasa memenuhi 
unsur keteraturan dokumen pendukung 
transaksi keuangan yang diarsipkan. 
     
5 Laporan keuangan pemerintah daerah 
yang telah dilaporan senantiasa memiliki 
manfaat prediktif yang dapat digunakan 
untuk bahan analisis anggaran tahun 
berikutnya. 
     
6 Laporan keuangan pemerintah daerah 
yang telah dilaporan senantiasa dapat 
diperbandingkan dengan laporan 
keuangan sebelumnya 
     
7 Laporan keuangan pemerintah daerah 
yang telah dilaporan senantiasa memenuhi 
unsur efisiensi karena proses pembuatan 
laporan menggunakan sistem 
komputerisasi dengan sumberdaya 
manusia yang berkompeten 











8 Laporan keuangan pemerintah daerah 
yang telah dilaporan senantiasa memenuhi 
unsur kebenaran terutama dalam hal 
jumlah/angka-angkanya yang dapat 
menghasilkan kualitas informasi yang baik 





Lampiran III : Hasil Uji Validitas (Output SPSS) 
Variabel Good Governance (X1) 
Correlations 






1 -,023 ,235 ,024 ,232 ,482** -,113 -,290 -,046 ,191 ,226 ,136 ,139 ,085 ,323* -,064 ,436** 
Sig. (2-tailed)  ,882 ,121 ,877 ,126 ,001 ,460 ,053 ,764 ,208 ,136 ,372 ,364 ,577 ,030 ,674 ,003 




-,023 1 -,046 ,204 ,140 ,223 ,301* ,306* ,107 ,119 ,189 ,284 ,374* ,276 ,068 ,509** ,468** 
Sig. (2-tailed) ,882  ,764 ,180 ,358 ,141 ,044 ,041 ,484 ,437 ,213 ,058 ,011 ,067 ,658 ,000 ,001 




,235 -,046 1 ,339* ,277 ,099 -,165 ,117 ,173 ,188 ,008 -,134 ,111 ,111 ,040 ,056 ,359* 
Sig. (2-tailed) ,121 ,764  ,023 ,065 ,516 ,280 ,445 ,255 ,216 ,958 ,380 ,467 ,467 ,796 ,715 ,015 




,024 ,204 ,339* 1 ,254 ,215 ,264 ,345* ,339* ,357* ,084 ,110 ,226 ,328* ,027 ,309* ,541** 
Sig. (2-tailed) ,877 ,180 ,023  ,092 ,155 ,080 ,020 ,023 ,016 ,581 ,470 ,136 ,028 ,860 ,039 ,000 




,232 ,140 ,277 ,254 1 ,431** ,153 ,223 ,101 ,070 -,003 ,137 ,057 ,057 ,228 ,207 ,510** 
Sig. (2-tailed) ,126 ,358 ,065 ,092  ,003 ,315 ,141 ,509 ,649 ,985 ,368 ,708 ,708 ,132 ,173 ,000 








,482** ,223 ,099 ,215 ,431** 1 ,452** ,148 ,290 ,342* ,206 ,351* ,165 ,292 ,185 ,259 ,717** 
Sig. (2-tailed) ,001 ,141 ,516 ,155 ,003  ,002 ,333 ,053 ,021 ,174 ,018 ,279 ,052 ,224 ,086 ,000 




-,113 ,301* -,165 ,264 ,153 ,452** 1 ,367* ,200 -,014 ,029 ,195 ,147 ,357* ,040 ,077 ,368* 
Sig. (2-tailed) ,460 ,044 ,280 ,080 ,315 ,002  ,013 ,188 ,930 ,851 ,200 ,335 ,016 ,794 ,613 ,013 




-,290 ,306* ,117 ,345* ,223 ,148 ,367* 1 ,427** ,076 -,243 -,024 ,288 ,108 -,036 ,271 ,338* 
 
Sig. (2-tailed) ,053 ,041 ,445 ,020 ,141 ,333 ,013  ,003 ,621 ,107 ,875 ,055 ,481 ,817 ,072 ,023 




-,046 ,107 ,173 ,339* ,101 ,290 ,200 ,427** 1 -,016 -,184 ,114 -,040 ,060 -,023 ,094 ,314* 
Sig. (2-tailed) ,764 ,484 ,255 ,023 ,509 ,053 ,188 ,003  ,915 ,226 ,458 ,794 ,696 ,879 ,540 ,036 




,191 ,119 ,188 ,357* ,070 ,342* -,014 ,076 -,016 1 ,411** ,193 ,410** ,264 ,278 ,461** ,575** 
Sig. (2-tailed) ,208 ,437 ,216 ,016 ,649 ,021 ,930 ,621 ,915  ,005 ,205 ,005 ,080 ,065 ,001 ,000 




,226 ,189 ,008 ,084 -,003 ,206 ,029 -,243 -,184 ,411** 1 ,414** ,360* ,441** ,348* ,312* ,460** 
Sig. (2-tailed) ,136 ,213 ,958 ,581 ,985 ,174 ,851 ,107 ,226 ,005  ,005 ,015 ,002 ,019 ,037 ,001 




,136 ,284 -,134 ,110 ,137 ,351* ,195 -,024 ,114 ,193 ,414** 1 ,243 ,336* ,170 ,194 ,459** 
Sig. (2-tailed) ,372 ,058 ,380 ,470 ,368 ,018 ,200 ,875 ,458 ,205 ,005  ,108 ,024 ,265 ,201 ,002 








,139 ,374* ,111 ,226 ,057 ,165 ,147 ,288 -,040 ,410** ,360* ,243 1 ,444** ,311* ,503** ,555** 
Sig. (2-tailed) ,364 ,011 ,467 ,136 ,708 ,279 ,335 ,055 ,794 ,005 ,015 ,108  ,002 ,037 ,000 ,000 




,085 ,276 ,111 ,328* ,057 ,292 ,357* ,108 ,060 ,264 ,441** ,336* ,444** 1 ,311* ,335* ,555** 
Sig. (2-tailed) ,577 ,067 ,467 ,028 ,708 ,052 ,016 ,481 ,696 ,080 ,002 ,024 ,002  ,037 ,024 ,000 




,323* ,068 ,040 ,027 ,228 ,185 ,040 -,036 -,023 ,278 ,348* ,170 ,311* ,311* 1 ,233 ,459** 
Sig. (2-tailed) ,030 ,658 ,796 ,860 ,132 ,224 ,794 ,817 ,879 ,065 ,019 ,265 ,037 ,037  ,123 ,002 




-,064 ,509** ,056 ,309* ,207 ,259 ,077 ,271 ,094 ,461** ,312* ,194 ,503** ,335* ,233 1 ,577** 
Sig. (2-tailed) ,674 ,000 ,715 ,039 ,173 ,086 ,613 ,072 ,540 ,001 ,037 ,201 ,000 ,024 ,123  ,000 




,436** ,468** ,359* ,541** ,510** ,717** ,368* ,338* ,314* ,575** ,460** ,459** ,555** ,555** ,459** ,577** 1 
Sig. (2-tailed) ,003 ,001 ,015 ,000 ,000 ,000 ,013 ,023 ,036 ,000 ,001 ,002 ,000 ,000 ,002 ,000  
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








Variabel Pengendalian Internal (X2) 
Correlations 
 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 Pengendalian 
Internal 
x2.1 
Pearson Correlation 1 ,432** ,082 ,451** ,210 ,649** 
Sig. (2-tailed)  ,003 ,591 ,002 ,167 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
x2.2 
Pearson Correlation ,432** 1 ,245 ,427** ,174 ,700** 
Sig. (2-tailed) ,003  ,105 ,003 ,254 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
x2.3 
Pearson Correlation ,082 ,245 1 ,217 ,076 ,560** 
Sig. (2-tailed) ,591 ,105  ,152 ,620 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
x2.4 
Pearson Correlation ,451** ,427** ,217 1 ,339* ,740** 
Sig. (2-tailed) ,002 ,003 ,152  ,023 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
x2.5 
Pearson Correlation ,210 ,174 ,076 ,339* 1 ,553** 
Sig. (2-tailed) ,167 ,254 ,620 ,023  ,000 
N 45 45 45 45 45 45 
Pengendalian Internal 
Pearson Correlation ,649** ,700** ,560** ,740** ,553** 1 
       
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 45 45 45 45 45 45 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







Variabel Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y) 
Correlations 




Pearson Correlation 1 ,410** ,046 ,338* ,100 ,023 ,315* ,155 ,541** 
Sig. (2-tailed)  ,005 ,766 ,023 ,513 ,883 ,035 ,308 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
y1.2 
Pearson Correlation ,410** 1 ,083 ,136 ,149 -,047 ,328* ,324* ,504** 
Sig. (2-tailed) ,005  ,586 ,374 ,328 ,758 ,028 ,030 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
y1.3 
Pearson Correlation ,046 ,083 1 ,229 ,410** -,171 ,248 ,389** ,493** 
Sig. (2-tailed) ,766 ,586  ,131 ,005 ,262 ,100 ,008 ,001 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
y1.4 
Pearson Correlation ,338* ,136 ,229 1 ,581** ,316* ,062 ,049 ,665** 
Sig. (2-tailed) ,023 ,374 ,131  ,000 ,034 ,688 ,748 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
y1.5 
Pearson Correlation ,100 ,149 ,410** ,581** 1 ,363* ,122 ,493** ,766** 
Sig. (2-tailed) ,513 ,328 ,005 ,000  ,014 ,426 ,001 ,000 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
y1.6 
Pearson Correlation ,023 -,047 -,171 ,316* ,363* 1 -,150 -,021 ,346* 
Sig. (2-tailed) ,883 ,758 ,262 ,034 ,014  ,327 ,891 ,020 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
y1.7 
Pearson Correlation ,315* ,328* ,248 ,062 ,122 -,150 1 ,093 ,446** 
Sig. (2-tailed) ,035 ,028 ,100 ,688 ,426 ,327  ,542 ,002 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 





Sig. (2-tailed) ,308 ,030 ,008 ,748 ,001 ,891 ,542  ,000 
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
Kinerja Pengelolaan Keuangan 
Pearson Correlation ,541** ,504** ,493** ,665** ,766** ,346* ,446** ,557** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,020 ,002 ,000  
N 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 







Lampiran IV : Hasil Korelasi (Output SPSS)  










Pearson Correlation 1 ,676** ,732** 
Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 
N 3004 3004 3004 
Pengendalian Internal 
Pearson Correlation ,676** 1 ,651** 
Sig. (2-tailed) ,000  ,000 
N 3004 3004 3004 
Kinerja Pengelolaan 
Keuangan 
Pearson Correlation ,732** ,651** 1 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000  
N 3004 3004 3004 






















N 45 45 45 
Normal Parametersa,b 
Mean 65,9778 20,9778 33,9333 
Std. Deviation 4,83589 1,64440 2,32965 
Most Extreme Differences 
Absolute ,083 ,206 ,189 
Positive ,083 ,206 ,189 
Negative -,057 -,165 -,082 
Kolmogorov-Smirnov Z ,557 1,380 1,268 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,916 ,044 ,080 
a. Test distribution is Normal. 












Lampiran VI: Hasil Uji Autokorelasi ,Multikolenieritas, dan Heteroskedastisitas  
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,487a ,237 ,201 2,08232 1,751 
a. Predictors: (Constant), Pengendalian Internal, Good Governance 
















t Sig. Collinearity Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 16,986 4,703  3,612 ,001   
Good 
Governance 
,160 ,079 ,332 2,032 ,049 ,680 1,471 
Pengendalian 
Internal 
,305 ,232 ,215 1,317 ,195 ,680 1,471 





Lampiran VI: Hasil Jawaban Responden  
           Good Governance (X1) 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Total 
1 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 71 
2 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 71 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 68 
4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 78 
5 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 64 
6 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 67 
7 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 67 
8 3 4 3 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 69 
9 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 69 
10 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 5 68 
11 2 5 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 4 3 5 68 
12 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 60 
13 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 77 
14 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 65 
15 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 67 
16 4 4 5 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 64 
17 4 5 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 63 
18 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 70 
19 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 70 
20 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 70 
21 3 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 70 
22 3 4 5 4 4 2 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 60 
23 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 64 
24 4 4 5 5 4 3 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 66 
25 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 62 





27 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 60 
28 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 70 
29 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 79 
30 2 5 3 5 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 61 
31 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 66 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 
33 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 72 
34 1 5 2 4 1 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 64 
35 3 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 4 63 
36 4 4 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 59 
37 4 4 3 3 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 3 60 
38 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 67 
39 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 78 
40 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 71 
41 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 67 
42 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 54 
43 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 5 4 66 
44 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 63 







Lanjutan Lampiran VI : Hasil Jawaban Responden 
   
Kinerja Pengelolaan Keuangan (Y) 
Pengendalian Internal 
(X2) 
1 2 3 4 5 6 7 8 Total 1 2 3 4 5 Total 
4 4 5 4 5 4 5 5 36 4 5 5 5 5 24 
4 4 5 4 4 4 5 4 34 3 4 5 5 4 21 
3 3 5 5 5 5 3 5 34 5 4 4 5 5 23 
5 4 4 5 5 5 5 5 38 5 5 5 5 5 25 
2 4 4 3 4 4 4 4 29 5 4 4 5 4 22 
4 4 4 5 4 5 4 4 34 4 4 4 4 4 20 
5 4 4 5 4 5 4 4 35 5 5 5 5 4 24 
4 3 4 4 4 4 5 4 32 5 3 4 4 4 20 
4 4 5 5 5 4 4 4 35 5 4 4 4 4 21 
4 4 5 3 4 3 5 5 33 5 4 4 5 5 23 
4 4 5 3 4 3 5 5 33 5 4 4 5 5 23 
4 4 3 4 4 4 4 4 31 4 4 4 4 4 20 
5 4 4 5 5 5 5 4 37 5 5 5 5 4 24 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 3 4 4 4 19 
4 4 4 5 5 4 4 5 35 4 4 3 4 5 20 
4 4 4 5 5 4 4 5 35 4 3 4 5 5 21 
4 4 4 3 4 5 3 5 32 4 4 4 3 4 19 
4 4 4 4 4 4 4 5 33 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 4 4 4 4 5 33 4 4 4 4 4 20 
4 4 5 5 5 4 4 5 36 4 3 3 4 4 18 
4 4 5 5 5 4 4 5 36 4 4 4 5 4 21 
4 4 5 5 5 4 4 5 36 4 3 3 4 4 18 
4 4 4 5 4 4 5 3 33 4 4 4 4 5 21 
4 4 4 4 4 4 4 5 33 4 4 5 4 4 21 
4 4 4 4 4 4 3 4 31 4 4 3 4 4 19 
4 5 4 4 4 4 5 5 35 5 4 4 5 4 22 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 20 
5 4 4 4 4 4 4 5 34 5 4 5 5 4 23 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 
4 4 4 4 4 4 5 4 33 4 4 3 5 5 21 
5 4 4 4 4 4 4 4 33 5 4 4 4 4 21 
4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 4 20 
5 5 4 4 4 3 4 5 34 5 4 4 4 5 22 
5 5 5 5 4 2 5 5 36 5 5 2 5 4 21 
4 4 4 4 3 4 4 4 31 4 4 4 4 4 20 
4 4 4 3 3 4 4 4 30 4 4 3 4 3 18 
4 4 4 4 5 4 4 4 33 4 4 4 4 4 20 
4 5 4 5 5 5 5 5 38 5 5 4 5 5 24 
5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 5 5 5 5 25 
4 5 4 4 5 5 4 5 36 4 4 4 5 5 22 





4 4 4 4 4 4 4 4 32 4 4 4 4 5 21 
4 4 4 3 4 4 5 5 33 4 3 3 4 5 19 
4 4 4 5 4 4 4 4 33 4 4 4 4 5 21 
4 4 4 4 3 4 4 3 30 4 4 3 4 3 18 
 
